MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 109 ayat (2)

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);



Menetapkan

-3-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB II
BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR,
DAN PENGGABUNGAN URUSAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika berbentuk:
a. Dinas;
b. Bidang; dan
c. Seksi.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan
fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
berbentuk:
a. Dinas;
b. Bidang; dan

c. Seksi.

Bagian Kedua

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 3
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan
atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja
yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja
yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban
kerja yang kecil.
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(3) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat(l)berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau intensitas
fungsi utama = penyelenggaraan  urusan  bidang
komunikasi dan informatika.

(4) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan atau intensitas fungsi penyelenggaraan
urusan dan tipe Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 4
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika provinsi.

Pasal 5
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah Bidang Komunikasi dan
Informatika yang diwadahi dalam Dinassesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah Seksi Komunikasi dan
Informatika yang diwadahi dalam Dinassesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten/Kota.

Pasal 8
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah Bidang Komunikasi dan
Informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah Seksi Komunikasi dan
Informatika yang diwadahi dalam Dinas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggabungan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 10
Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tidak
memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi dan
dinas kabupaten/kota sendiri, maka harus digabung dengan

urusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi

Pasal 11
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe A terdiri
atas paling banyak 4 (empat)bidang.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe B terdiri
atas paling banyak 3 (tiga)bidang.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe C terdiri

atas paling banyak 2 (dua)bidang.

Pasal 12

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi tipe C
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf Kedua

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

Pasal 15
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tipe
A terdiri atas paling banyak 4 (empat)bidang.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tipe
B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tipe

C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 16

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tipe
A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)
bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 3 (tiga) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.



Pasal 17

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tipe
B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)
bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 18

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota tipe
C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)
bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 19
Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan  Informatika  Provinsi dan  Dinas
Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan
fungsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan

Peraturan Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
Tipelogi Dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dinaikkan 1
(satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu)
bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari

Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
harus menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah bidang
komunikasi dan informatika dengan Peraturan Menteri ini

paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal

18 Agustus 2016.



-11-

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1308

Salinan sesuai dengan aslinya
Kemen unikasi dan Informatika
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

FORMAT PERUMUSAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TIPE A
A. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : A

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan

informatika:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra

Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan



pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya

TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya

TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi
e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem

komunikasi intra  Pemerintah  Daerah  Provinsi, layanan
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pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief
Information  Officer  (GCIO) Pemerintah  Daerah  Provinsi,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan

masyarakat lingkup Provinsi;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

[) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG, terdiri dari:

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta
pelayanan informasi publik di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan



nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi
publik di Provinsi;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan

S5) pemantauan, evaluasi, dan ©pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

. Kelompok Bidang Fungsi 2 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan
media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

2 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Provinsi;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi di Provinsi;



3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan
media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan
media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi di Provinsi.

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center,
Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government dan layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

3 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
& TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi

intra Pemerintah Daerah Provinsi;
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penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
& TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar
Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah
Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan manajemen data
informasi e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
Government dan layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah Provinsi;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang infrastruktur dasar Data Center,
Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government dan layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
pemantauan, evaluasi, dan ©pelaporan di bidang
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
& TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi

intra Pemerintah Daerah Provinsi.



d. Kelompok Bidang Fungsi 4 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat
di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi
4 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan
masyarakat di Provinsi;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan
masyarakat di Provinsi;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
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sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan

masyarakat di Provinsi;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan

masyarakat di Provinsi; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan

masyarakat di Provinsi.

2. KELOMPOK SUBBIDANG

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

pemerintah daerah Provinsi.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media
(media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum
(survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat
di Provinsi.

2) Subbidang/seksi 2 yang melaksanakan tugas penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah
daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan daerah di Provinsi.

3) Subbidang/seksi 3 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pelayanan informasi publik di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik
untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi
publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan

pengaduan masyarakat di Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif Pemeritah daerah, pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan
konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik
Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan
melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah
daerah di Provinsi.

Subbidang/seksi 2 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan
media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi
pimpinan daerah (briefing notes, press release,
backgrounders) di Provinsi.

Subbidang/seksi 3 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan
akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik
serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di

Provinsi.
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c. Kelompok Bidang Fungsi 3 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery
Center dan TIK Pemerintah Daerah, serta Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK
dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan
kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

Subbidang/seksi 2 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, serta
Fungsi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan penetapan standar format data
dan informasi, walidata dan kebijakan, Layanan recovery
data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik
pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem

Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan
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interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan,
Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.
Subbidang/seksi 3 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan Keamanan Informasi e-Government, serta
Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik,
Layanan penanganan insiden keamanan informasi,
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif
dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana
komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam
pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur

pemerintahan.

d. Kelompok Bidang Fungsi 4 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan  pengembangan  aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi,
Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan

publik.
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Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, serta
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pengembangan  Business
Process  Re-engineering  pelayanan di  lingkungan
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart
City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan
interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan
sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan
pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan,
pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan
sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub
domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan
peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan
domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah
nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama
domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama
domain, sub domain.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah

dan masyarakat di Provinsi.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan
kebijakan terpadu implementasi e-Government
Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas
organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan
lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan
integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas
aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan
peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-
Government dan Smart City, Layanan implementasi e-
Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan

Smart City.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TIPE B

A. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : B

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan

informatika:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan

informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
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media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province lingkup Provinsi;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province lingkup Provinsi;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan
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pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,
layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah
Provinsi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province lingkup

Provinsi;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

[) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG, terdiri dari:

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di
lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk
mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah,
Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di
Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup
pemerintah  daerah, Pengelolaan Informasi untuk

mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah,
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Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di
Provinsi;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup
pemerintah  daerah, Pengelolaan Informasi untuk
mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah,
Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di
Provinsi;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pengelolaan Opini
dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah,
Pengelolaan Informasi wuntuk mendukung Kebijakan
Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi
Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik di Provinsi;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk
mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah,
Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup
pemerintah  daerah, Pengelolaan Informasi untuk
mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah,
Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di

Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center,

Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi,
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layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah

Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

2 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah Daerah  Provinsi, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Government dan layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah Provinsi;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah  Daerah  Provinsi, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Government dan layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah Provinsi;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan  kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah  Daerah  Provinsi, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan
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publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Government dan layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah Provinsi;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar Data
Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
Daerah Provinsi, Layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government dan layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah Daerah  Provinsi, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Government dan layanan sistem komunikasi intra

Pemerintah Daerah Provinsi.

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan  provinsi,
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi
dan masyarakat, penyelenggaraan Government  Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
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Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

3 menyelenggarakan fungsi:

1)

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah
Daerah  Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah
Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi, layanan nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi,
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi
dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
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pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan
sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan
masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah  Daerah  Provinsi dan
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi, layanan nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi,
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi

dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

2. KELOMPOK SUBBIDANG

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media
(media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum
(survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat di
Provinsi.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah
daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan daerah Provinsi.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan
konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik
Pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi
kebijakan melalui media Pemerintah daerah dan Non

Pemerintah daerah di Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery
center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK

dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan
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kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
public, Layanan filtering konten negatif, Layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informasi e-Government dan integrasi
layanan publik dan kepemerintahan di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pengembangan  aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi,
Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan
publik, Penetapan standar format data dan informasi,
walidata dan kebijakan, Layanan recovery data dan
informasi, @ Layanan  pengelolaan data  elektronik
pemerintahan dan non = pemerintahan, Layanan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem
Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan
interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan,
Layanan Pusat Application Programm Interface (API)
daerah.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan keamanan informasi dan e-Government dan
layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Provinsi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3

menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik,
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Layanan penanganan insiden keamanan informasi,
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif
dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana
komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam
pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur

pemerintahan.

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 terdiri dari:

1)

2)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik
untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi
publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan
pengaduan masyarakat, Pengelolaan hubungan dengan
media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi
pimpinan daerah (briefing notes, press release,
backgrounders) di Provinsi.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah

Daerah Provinsi dan Masyarakat di Provinsi.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan Pemberdayaan dan penyediaan
akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi
publik, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik,
Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain
instansi  penyelenggara negara  bagi  kepentingan
kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan
pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur
dalam  pengelolaan domain, Portal dan website,
Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain,
Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain,
Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain,
layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi
teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart
City, Layanan implementasi e-Government dan Smart City,
Promosi pemanfaatan layanan Smart City di Provinsi.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province
Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan
kebijakan terpadu implementasi e-Government
Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas
Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah
dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah,
Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan
pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan

di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah
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(Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart
City, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat,
Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian

Smart City.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TIPE C

A. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah :C

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan

informatika:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
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kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK
Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

Provinsi;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK
Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

Provinsi;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan

keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan
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informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province, penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber
daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat; layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan Provinsi;
. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG, terdiri dari:

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di
Provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di

Provinsi;
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penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di
Provinsi;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi wuntuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik,
layanan hubungan media, di Provinsi;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di
Provinsi; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di

Provinsi.
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c. Kelompok Bidang Fungsi 2 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center,
Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan
manajemen data  informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province, Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan
Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan
Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah  Daerah  Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

provinsi;
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penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK  Pemerintah  Daerah  Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
provinsi;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah  Daerah  Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
provinsi;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar Data
Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah

Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan
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penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan
informasi  e-Government, layanan manajemen data
informasi e-Government, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem  TIK Smart  Province,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan
Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan
Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
dan TIK Pemerintah  Daerah  Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah
Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

provinsi.

2. KELOMPOK SUBBIDANG

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
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pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media
(media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum
(survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat,
pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral
lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan
analisis data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di
Provinsi.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan
konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik
Pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi
kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non
pemerintah daerah, pemberdayaan dan penyediaan akses
informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik,
pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi.
Subbidang/seksi 3 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
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pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media
di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan pengelolaan Informasi Publik
untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan Informasi
Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
layanan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan hubungan
dengan media (media relations), penyediaan bahan
komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press

release, backgrounders) di Provinsi.

c. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery
center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan
informasi e-Government di Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC) Layanan pengembangan dan inovasi TIK
dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan
kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan
penyediaan prasarana dan sarana komunikasi
pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur
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pemerintahan, Layanan monitoring trafik elektronik,
Layanan penanganan insiden keamanan informasi,
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif
dan produktif.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart Province.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan Penetapan standar format data dan
informasi, walidata dan kebijakan, Layanan recovery data
dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik
pemerintahan dan non = pemerintahan, Layanan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem
Informasi Publik, Layanan pengembangan aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi,
Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan
publik, Layanan interoperabilitas, Layanan
interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan
Layanan Pusat Application Programm Interface (API)
daerah, Layanan pengembangan Business Process Re-
engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan
non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem
Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan
Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana

pengendalian Smart City.
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Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan
sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan
kebijakan terpadu implementasi e-Government
Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas
organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah
dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah,
Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan
peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis
bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat
dalam implementasi e-Government dan Smart City,
Layanan implementasi e-Government dan Smart City,
Promosi pemanfaatan layanan Smart City, Layanan
pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan,
pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan
sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub
domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan
peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan
domain, Portal dan website, Menetapkan dan merubah
nama Pejabat Domain, Menetapkan merubaha nama
domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama

domain, sub domain.
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3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

IV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA TIPE A

A. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : A

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan

informatika:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerahkabupaten/kota, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota;
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah  kabupaten/kota, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi
e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota,
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pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah

masyarakat lingkup kabupaten/kota;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG, terdiri dari:

dan

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta
pelayanan informasi publik di kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasi publik di kabupaten/Kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasi publik di kabupaten/Kota;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi
publik di kabupaten/Kota;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
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mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasi publik di kabupaten/Kota; dan

S5) pemantauan, evaluasi, dan ©pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

serta pelayanan informasi publik di kabupaten/Kota.

. Kelompok Bidang Fungsi 2 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan
media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

2 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Kabupaten/Kota;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan
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media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota;
dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi di Kabupaten/Kota.

d. Kelompok Bidang Fungsi 3 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi
3 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan
informasi e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah

kabupaten/kota;
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3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data dan informasi e-Government, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten/kota; dan

S5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan

sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.

e. Kelompok Bidang Fungsi 4 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,
Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan
Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Masyarakat di Kabupaten/Kota.
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Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

4 menyelenggarakan fungsi:

1)

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik
& Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem
TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan  kegiatan,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan
Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Masyarakat di Kabupaten/Kota;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan
Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Masyarakat di Kabupaten/Kota;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik
& Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem
TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan  kegiatan,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan
Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Masyarakat di Kabupaten/Kota;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang
terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan  publik dan  kegiatan, Penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah



-44 -

Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK
pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat di
Kabupaten/Kota; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik
& Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem
TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan  kegiatan,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Masyarakat di Kabupaten/Kota.

2. KELOMPOK SUBBIDANG

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari:

1)

2)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media
(media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum
(survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat di
Kabupaten/Kota.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi

publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah
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daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan daerah di Kabupaten/Kota.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pelayanan informasi publik di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi informasi
publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-
Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan Masyarakat di

Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 terdiri dari:

1)

2)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan
konten local, pengelolaan saluran komunikasi milik
Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan
melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah
daerah di Kabupaten/Kota.

Subbidang/seksi 2 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
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pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan hubungan media di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan
media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi
pimpinan daerah (briefing notes, press release,
backgrounders) di Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan
akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi
publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di

Kabupaten/Kota.

c. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

1) Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery
Center dan TIK, serta fungsi Layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK
dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan

kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
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Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
publik, Layanan filtering konten mnegatif, Layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

Subbidang/seksi 2 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, serta
fungsi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan penetapan standar format data
dan informasi, walidata dan kebijakan, Layanan recovery
data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik
pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem
Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan
interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan,
Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.
Subbidang/seksi 3 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan Keamanan Informasi e-Government, serta
Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik,
Layanan penanganan insiden keamanan informasi,
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi

pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
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audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif
dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana

komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam
pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur

pemerintahan.

d. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik, dan Suplemen  yang terintegrasi di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan  pengembangan  aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi,
Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan
publik.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas yang
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pengembangan  Business
Process  Re-engineering  pelayanan di  lingkungan
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart
City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan
interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan
sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan

pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
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penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan,
pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan
sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub
domain Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan
kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan
website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat
Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub
domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub
domain.

3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah kabupaten/kota dan masyarakat di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan
kebijakan terpadu implementasi e-Government Kab/Kota,
Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat
Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah
Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan
TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota,
Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi
teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart
City, Layanan implementasi e-Government dan Smart City,

Promosi pemanfaatan layanan Smart City.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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V. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA TIPE B

A. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : B

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan

informatika:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan
masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart City lingkup kabupaten/kota;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan

informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
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media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi,
pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan
masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart City lingkup kabupaten/kota;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi
e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kabupaten/kota.

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.
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I) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI
1. KELOMPOK BIDANG, terdiri dari:

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik di Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di
Kabupaten/Kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di
Kabupaten/Kota;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi
publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik di Kabupaten/Kota;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
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mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di
Kabupaten/Kota; dan

S5) pemantauan, evaluasi, dan ©pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di

Kabupaten/Kota.

Kelompok Bidang Fungsi 2 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center,
Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota,
Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan
Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan
Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-
Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi
2 menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
& TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan
Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi
Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra

Pemerintah di Kabupaten/Kota;
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penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan  kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
& TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan
Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi
Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah di Kabupaten/Kota;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data
Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah
Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-
Government, Integrasi Layanan Publik dan
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-
Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
di Kabupaten/Kota; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center
& TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan
Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi
Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra

Pemerintah di Kabupaten/Kota.

Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
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pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan

Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan

akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota,

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota

dan  Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota,

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di

kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

3 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya
Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan  publik dan  kegiatan Kabupaten/Kota,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Kabupaten/Kota ~dan  Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart
City di kabupaten/kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya
Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan  publik dan  kegiatan Kabupaten/Kota,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Kabupaten/Kota dan  Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart
City di kabupaten/kota;

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan
media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik

dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber
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Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan
Ekosistem TIK Smart City di kabupaten/kota;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK
pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan
Ekosistem TIK Smart City di kabupaten/kota; dan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya
Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan  publik dan  kegiatan Kabupaten/Kota,
Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Kabupaten/Kota ~dan  Masyarakat, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart
City di kabupaten/kota.

2. KELOMPOK SUBBIDANG

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media

(media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum
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(survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat
di Kabupaten/Kota.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan
Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi
publik di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah
daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan
daerah, pengolahan informasi untuk mendukung
komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan
daerah, Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi
Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik
untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Pengaduan
Masyarakat di Kabupaten/Kota.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan
konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik

Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan
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melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah

daerah di Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery
center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK
dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan
kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
public, Layanan filtering konten negatif, Layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informasi e-Government dan integrasi
layanan publik dan kepemerintahan di Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan  pengembangan  aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi,
Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan
publik, Penetapan standar format data dan informasi,

walidata dan kebijakan, Layanan recovery data dan
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informasi, @ Layanan  pengelolaan data  elektronik
pemerintahan dan non = pemerintahan, Layanan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem
Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan
interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan,
Layanan Pusat Application Programm Interface (API)
daerah.

3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan keamanan informasi dan e-Government dan
layanan sistem komunikasi intra pemerintah di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik,
Layanan penanganan insiden keamanan informasi,
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif
dan produktif. Layanan penyediaan prasarana dan sarana
komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam
pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur

pemerintahan.

c. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:

1) Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan hubungan media di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1

menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik
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untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan Informasi
Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan
dengan media (media relations), penyediaan bahan
komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press
release, backgrounders) di Kabupaten/Kota.
Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan
penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya
TIK pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan Pemberdayaan dan penyediaan
akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi
publik, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik,
Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain
instansi  penyelenggara negara  bagi  kepentingan
kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan
pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah
Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur
dalam  pengelolaan domain, Portal dan website,
menetapkan dan mengubah nama pejabat domain,
menetapkan mengubah nama domain dan sub domain,
menetapkan tata kelola nama domain, sub domain,
layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi
teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart

City, Layanan implementasi e-Government dan Smart City,
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dan Promosi pemanfaatan layanan Smart City di
Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di
Kabupaten /kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan
kebijakan terpadu implementasi e-Government
Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas
Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah
dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah,
Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government
Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan
Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart
City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan
interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan

sarana dan sarana pengendalian Smart City.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA TIPE C

A. IDENTITAS URUSAN

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah :C

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi
membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan

informatika:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan kabupaten/kota;

. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
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pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan kabupaten/kota;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan kabupaten/kota;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.



L.

-64 -

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. KELOMPOK BIDANG, terdiri dari:

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 melaksanakan tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
kabupaten/kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di

kabupaten/kota;
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3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
kabupaten/kota; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan ©pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah  daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di

kabupaten/kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 melaksanakan tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan

keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data
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dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah

daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi

1 menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi
e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi
e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,

penyelenggaraan Government Chief Information Officer
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(GCIO) pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan  kriteria penyelenggaraan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi
e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota; dan
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5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan

infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi
e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota.

2. KELOMPOK SUBBIDANG

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media
(media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum
(survei, jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat,
standardisasi pertukaran informasi untuk database
informasi lintas sektoral, pemantauan tema komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah
daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup

nasional dan daerah di Kabupaten/Kota.
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Subbidang/seksi 2 yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi
publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan
ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan
konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik
pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi
kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non
pemerintah daerah, pemberdayaan dan penyediaan akses
informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik,
pengembangan sumber daya komunikasi publik di
Kabupaten/Kota.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media
di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Pengolahan informasi publik
untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi
publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan
pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan
media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi
pimpinan daerah (briefing notes, press release,

backgrounders), di Kabupaten/Kota.
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c. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:

1)

Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery
center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra pemerintah Kabupaten/Kota, layanan keamanan
informasi e-Government di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1
menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC) Layanan pengembangan dan inovasi TIK
dalam implementasi e-Government, Layanan peningkatan
kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
Teknologi Informatika, Government Cloud Computing,
Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan
interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Layanan
penyediaan prasarana dan sarana komunikasi
pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam
pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur
pemerintahan, Layanan monitoring trafik elektronik,
Layanan penanganan insiden keamanan informasi,
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di
bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif
dan produktif.

Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

Layanan manajemen data dan informasi e-Government,
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layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart City di Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2
menyelenggarakan Penetapan standar format data dan
informasi, walidata dan kebijakan, Layanan recovery data
dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik
pemerintahan dan non  pemerintahan, Layanan
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem
Informasi Publik, Layanan pengembangan aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi,
Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan
publik, Layanan interoperabilitas, Layanan
interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan
Layanan Pusat Application Programm Interface (API)
daerah, Layanan pengembangan Business Process Re-
engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan
non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem
Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan
Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana
pengendalian Smart City.

Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi
layanan penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3
menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan
kebijakan terpadu implementasi e-Government
Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas
OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah
Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi
pengelolaan  TIK dan e-Government  Pemerintah
Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas
aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan
peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-
Government dan Smart City, Layanan implementasi e-
Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan
Smart City, Layanan pendaftaran nama domain dan sub
domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan
kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan
pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan
pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah
Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas
aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website,
Menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain,
Menetapkan merubaha nama domain dan sub domain,

Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL yang melaksanakan tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
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VII. PENUTUP
Demikian tatacara penyusunan pedoman nomenklatur perangkat daerah
ini disusun sebagai panduan bagi semua perangkat daerah bidang
komunikasi dan Informatika dalam menyusun pedoman nomenklatur
perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar terwujud
sinerginitas kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi-
fungsi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang

nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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